
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABT'PATENPEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 29 /Kpts/KpU-Kab_012.329336/201s

TENTANG

PERSYARATAI! PENCALONAI\I T.INTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABT'NGAI\ PARTAI POLITIK MEI\DAFTARKAN

PASANGAN CALON BUPATI DAi\t WAKIL BUPATI PEMALAI\C TAHUN 2OI5

KOMISI PEMILIHAN T]MUM KABIJPATEN PEMALANG,

Menimbang i a. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 huruf a dan huruf b
Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang penetapan peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014
tentang pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang_undhg
Nomor 8 Tahun 2015, menyebutkan peserta pemilihan adalah
Pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan ot.t pu.t i
Politik atau gabungan partai politik dan /atau pasangan calon
perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;

b. Uatrya \-rayr\g ketentuan pasal 40 ayat (l) Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan -peraturan

Pemerintah pengganti Undang_Undang Nomor I Tahun 2014
tentang pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang_undang
Nomor 

_8 
Tahun 2015, menyebutkan partai politik atau gabungan

partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon ji-ka telah
memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh
persen) dari jumlah kursi Dewan perwakilan Rakyat Daerah atau 25
% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah
dalam pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah
di daerah yang bersangkutan;

c bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan Komisi pemilihan
Umum Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk
partai politik atau gabungan partai politik dengan teputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebelum pengumuman
pendaftaran pasangan calon;

S, O,lt t si

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c maka periu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pemalang teniang persyaratan
Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan p-artai politik
Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pemalang
Tahun 2015.
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Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1950 tentang pembentukan
Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-D_aerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l'950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Inionesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20ll tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 200g tentang partai politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,011 Nomor g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51g9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang pembentukan

l"t"t ran Pemndang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20ll tentang penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negua Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor l0l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahd 2015 Nomor 5g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2bl5
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5656) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor g Tahun
2015- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567g);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 200g tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 0l Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 200g tentang
Susunan Organisasi Seketariat Jenderal Komisi pemilihan Umun-,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum KabupatenA(ota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 200g;
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Memperhatikan

Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

17.

l.
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3.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3l Tahun 200g tentang
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
19 1/PMI(05/20 I 1 tentang Mekanisme pengelolaan Hibah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 763);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tahapan, Program dan Jadual pemilihan Gubemur, Bupati dai
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
s65);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum
Provinsi/I(omisi lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi pemilihan
Umum,4(omisi Independen pemilihan Kabupaten/I(ota,
Pembenhrkan dan Tata Kerja panitia pemilihan Kecamatan, panitia
Pemungutan Suarq dan Kelompok penyelenggara pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubimur dan Wakil
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
s66);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita- Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota ;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pemalang

\omor : 41lIgts/KPU-IGb-021.32933612014 tentang penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara partai politik dan
Perolehan Suara Calon Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang Pemilihan Umum Tahun 2014.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pemalang Nomor
45lIQts/IGU-IGb-012.329336/2014 tentang penetapan perolehan
Suara dan Kusi Partai Politik serta penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pemalang
Pemilihan Umum Tahun 2014.

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pemalang
taaggal 22 Mei Tahun 2015.

MEMUTUSI(AN:

PERSYARATAN PENCALONAN I.'NTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABI.]NGAN PARTAI POLITIK MENDAFTARKAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2OI5

KESATU Persyaratan Partai Politik atau Gabungan partai politik mengusulkan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pemalang Tahun 2015 adalah
Partai Politik atau Gabungan Partai politik yang memperoleh paling
sedikit 207o (dua puluh persen) dari 50 kursi Dewan perwakitan natyat
Daerah Kabupaten Pemalang hasil Pemilu Tahun 2014 atau memperoieh
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KETIGA

KEEMPAT

paling sedikit 25% (&n puluh lima persen) dari 673.236 (enam ratus
tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enamy suara akumulasi
perolehan suara sah pemilu Dewan perwaicilan Rakyai Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2014.

Persyaratan Partai Politik atau Gabungan partai politik yang mengusulkan
PT*e1an Calon Bupati dan Wakil Bupati pemalang Tahun 2015
sebagaimana dimaksud Diktum KESATIi adalah partai politik atau
SiabqC3n Partai Politik yang memperoleh paling sedikit l0 kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatin pemalang -hasil pemilu Tahun 2014
atau memperoleh paling sedikir 169.309 ( seratui enam puluh delapan ribu
1g" Tq: sembilan) suara sah aalam pimilu Dewan ierwakitan natyat
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014.

Partai Politik_ a9u g{ungan partai politik yang mengusulkan pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati pemalang Tilun Z-O1S menggunalan

\etenqan memperoleh paling sedikit 25 %ldua puluh lima persen) dari
akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,
I*r.P* tersebut hanya berlaku tagi fartai politik atau Gabungan partai
P-olitik yang memperoleh kursi di Dewan perwakilan Rakya-t Daerah
Kabupaten Pemalang hasil pemilihan Umum Tahun 2014.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Mei 2015

KETUA

ttd

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMTJM

ATEN PEMALANG
b Bagian Hukum

SMU'

KEDUA

ABDULHAKIM


